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KETUA PENGADILAN AGAMA SALATIGA
Hasil rapat koordinasi Reviu pada tanggal 22 April 2022;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas
Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir kali
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor:
PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

Tembusan:

MEMUTUSKAN:

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SALATIGA
TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA
PENGADILAN AGAMA SALATIGA;

: bahwa indikator tersebut sebagai wujud Program dan Rencana yang akan
dilakukan dan dicapai oleh Pengadilan Agama Salatiga sebagai bagian Tugas
dan Fungsi Pengadilan Agama;

: bahwa indikator tersebut ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama
Pengadilan Agama Salatiga yang diimplementasikan ke dalam Rencana
Strategis tahunan dan Rencana Kinerja Tahunan serta Perjanjian Kinerja
Tahunan Pengadilan Agama Salatiga;

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
segala sesuatu akan diubah dan disempurnakan kembali sebagaimana
mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat

keputusan ini. &

Ditetapkan di : Salatiga
ada tanggal : 22 April 2022
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1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang;



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA SALATIGA

NO | KINERJAUTAMA | INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PE“E“JSBUNG SUMBER
1. Terwqjudnya 4 Perseritise Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu
Peradilan yang —— X100%
Pasti, Transparan pe ., AR Jumlah Perkara yang diselesaikan
diselesaikan
dan Akuntabel Catatan :
tepat waktu,
* SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang
Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Laporan
Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Bu!fanan
* Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunkan informasi _ Dan
jangka waktu penyelesaian pada SIPP. Panitera P
* Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dalah perkara yang Ta}?unan
diputus dan diminutas pada tahun (termasuk perkara sisa tahun
sebelumnya yang diputus tahun berjalan) berjalan sesuai SEMA
Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5
(lima) bulan.
* Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan
diminutasi pada tahun berjalan.
bi Perseiitise Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding X100
0
pferkara yang Jumlah Perkara yang diselesaikan
Tidak R — & L
Mengajukan atatan : Ballmran
Upaya Hukum * Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding . % anan
. . : . oy Panitera Dan
Banding. adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya o
hukum banding, TaEunan

* Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan
diminutasi pada tahun berjalan.




C.

Persentase

Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

erkara yan X100%
= yang Jumlah Perkara yang diselesaikan
Tidak g
; Catatan : Laporan

Mengajukan Bulanan

Upaya Hukum * Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah Panitera UDE;n

Kasasi. (perkara voluntair yang diputus dan dimunutasi tahun berjalan) i
jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum p
S—— Tahunan

* Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan

diminutasi pada tahun berjalan yaitu perkara voluntair-

d. Perseritase Jumlah Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara dengan Diversi Panitera Laporan
' Sikita  andik —X100% Bulanan
Eang Jumlah Perkara Pidana Anak yang memenuhi syarat diversi Dan
diselesaikan L-aporan
dengan Diversi Catatan: Tahunan

Jumlah perkara pidana anak adalah jumlah perkara pidana anak pada tahun
berjalan yang diajukan secara diversi.
: Panitera Laporan
e. Index persepsl Index kepuasan Pencari Keadilan Bulanan
pencarian D
keadilan yang L an
puas terhadap apokan
layanan Catatan : Tahunan
peradilan. * PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan

Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Nilai Persepsi minimal 3.6 dengan nilai konversi interval IKM
Indeks harus > 80.




Pemn'gl.{atan & Péidaiitase Jumlah Salinan Putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu Panitera LaporanT
Efektivitas . X100% Bulanan
salinan :
Pengelolaan Jumlah Perkara yang diputus Dan
- putusan yang
Penyelesaian di : Catatan: Laporan
Perkara isamparan Tahunan
’ ke para pihak * SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan
tepat waktu. Petikan Putusan.
* Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah
penyampaian salinan putusan/penetapan sesuai ketentuan yang
berlaku, untuk perkara perdata pengadilan menyediakan salinan
putusan untuk perkara pidana pengadilan menyampaikan salinan
putusan kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari.
* Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi
pada tahun berjalan.
b. Persentase Jumlah Perkara yang diselesaikan melaluj mediasi X100 Panitera Ez;;;);g:
erkara yan 5 — °
giselesaikafl g Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi Dan
melalui Laporan
mediaii, Catatan: Tahunan
* PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan.

* Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara
yang mediasi yang berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan
dan berhasil dengan akta perdamaian,

* Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata
gugatan yang masuk pada tahun berjalan.

* Apakah perlu disebutkan juga tentang kriteria mediasi yang
seluruhnya (meskipun otomatis = berhasil) suoaya tercakup mulai
dari yang berhasil sebagian, pencabutan dengan akta dan berhasil
seluruhnya.




Meningkatnya
Akses  Peradilan
bagi Masyarakat
Miskin dan
Terpinggirkan

pengadilan.

PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layana Hukum
Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan.

Di luar gedung Pengadilan adalah Perkara yang Diselesaikan di luar
gedung Pengadilan (zetting plaatx, sidang keliling maupun gedung-
gedung lainnya).

Bagi satker yang tidak ada sidang di luat gedung pengadilan tidak
perlu mencamtiumkan dalam IKU nya pengadilan.

Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan Panitera Laporan
a. Persentase
X100% Bulanan
perkara aeae
Jumlah perkara yang diajukan secara prodeo Dan
prodeo  yang
. . Catatan : Laporan
diselesaikan. T
* PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan A
Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan.
* Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak
mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara.
* Bagisatker yang tidak tersedia anggaran perkara prodeo pengadilan
tidak perlu mencamtumkan dalam IKU nya pengadilan.

b Peresiniss Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan . Panitera Laporan
perkara yang - ; . ; ).{100& Bulanan
diselesaikan di Jumlah perkara yang diajukan Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan Dan
luar  gedung Laporan

Catatan: Tahunan




Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan Panitera Laporan
c. Persentase
pencari layanan Bantuan bukunjl (pos bakum) X100% Bulanan
fend ot Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Dan
Catatan : Laporan
golongan Tahunan
tertentu yang ¢ Perma No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan hukum bagi
mendapat masyarakat tidak mampu di Pengadilan
La;;::la;:l * Golongan Tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak
hukum mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi
(Posbakum). konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum.
* Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada
register Posbakum. (jumlah pencari keadilan/pihak yang mendapat bantuan
hukuim dengan jumlah layanan hukum yang terdaftar pada register
Posbakum.
* Posbakum itu senyatanya melayani semua orang yang tidak mampu
membuat surat gugatan/tidak mampu membayar jasa pengacara.
* Bagi satker yang tida ada anggaran Posbakum tidak perlu mencamtumkan
dalam IKU nya pengadilan.
Meningkatnya Persentase Putusan Panitera Laporan
Esf}?z:g:;nl’utusan gft];}r:::ll;?(ll;?lrji:ita yang Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) X100% Bu];:::lan
Pengadilan. (Dieksekusi) Jumlah Putusan Perkara Perdata yang diajukan permohonan eksekusi Laporan
Catatan : Tahunan

BHT = Berkekuatan Hukum Tetap

Salatiga, 22 April 2022
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